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ABSTRAK 

 

Kawasan Pulau Pasaran masih ditemui cukup banyak sampah 

teronggok di dermaga dimana kapal nelayan berlabuh dan bersandar. 

Pencegahan pencemaran laut telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan namun karena pemanfaatan sumber daya alam yang 

dilakukan secara berlebihan atau kurang bijaksana tetap akan 

menimbulkan berbagai masalah lingkungan hidup. Berdasarkan latar 

belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Siyāsah Tanfiżiyah Terhadap Implementasi Pasal 20 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 

2015 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung).  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar 

Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar 

Lampung? (2) Bagaimana analisis siyāsah tanfiżiyah terhadap 

implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar 

Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar 

Lampung? Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field 

research). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif.  

Adapun yang menjadi informan sebagai sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah 7 orang yakni 3 orang aparatur Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung dan 5 orang masyarakat Pulau 

Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data, display 

data, dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 20 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 

2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung belum berjalan dengan 

maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor penghambat yaitu 

kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya 

sosialisasi dari pemerintah, pemerintah kurang tegas dalam penetapan 

sanksi, dan keterbatasan anggaran. Analisis siyāsah tanfiżiyah 

terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota 
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Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 

di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar 

Lampung belum sesuai dengan prinsip siyāsah tanfiżiyah. Hal ini 

dikarenakan masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung 

Timur Kota Bandar Lampung Barat belum memiliki kesadaran untuk 

melaksanakan perintah penguasa/pemerintah. 

 

Kata kunci : Siyāsah Tanfiżiyah, Peraturan Daerah, Pengelolaan 

Sampah. 
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MOTTO 

 

طَمَ  ا وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّ ِ قرَيِبٌْ وَلََ تفُْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بعَْدَ اِصْلََحَِِ عًاۗ اِنَّ رَحَْْتَ الّلّه

نيَِْ  نَ المُْحْس ِ  مِّ
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik.” 

(QS. Al-A‟rāf [7] : 56) 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap judul skripsi 

ini, maka perlu memberikan penjelasan beberapa istilah pada 

judul ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu, 

sebagai berikut : 

1. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau 

menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui 

keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Siyāsah tanfiżiyah adalah bagian dari fiqh siyāsah yang 

membahas masalah pelaksanaan perundang-undangan 

negara.
2
 

3. Implementasi merupakan sebuah penerapan atau pelaksanaan 

suatu hal.
3
 

4. Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung 

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah adalah 

aturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung 

mengenai pembuangan sampah.
4
 

5. Pulau Pasaran adalah sebuah pulau yang berada di 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung.
5
 

Berdasarkan keterangan di atas, adapun yang dimaksud 

dalam judul skripsi adalah pandangan siyāsah tanfiżiyah terhadap 

penerapan Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar 

Lampung Nomor 5 Tahun 2015  Tentang Pengelolaan  Sampah di 

                                                           
1 Philipus M. Hadjo, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat (Surabaya: Bina 

Ilmu, 2010), 34. 
2 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2017), 21. 
3 Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 35. 
4 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang 

Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum 
5 Profil Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung Tahun 

2023. 
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Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar 

Lampung. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada 

di alam semesta ini adalah milik Allah SWT dengan kasih 

sayangnya yang telah memberikan hak-Nya kepada manusia 

untuk memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya dan mengolah 

sumbernya untuk kemakmuran manusia itu sendiri. Sebagaimana 

dalam QS. Al-A’rāf (7/39): 56, yaitu : 

 ِ طَمَعًاۗ اِنَّ رَحَْْتَ الّلّه ا وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّ وَلََ ثفُْسِدُوْا فِِ الََْرْضِ بعَْدَ اِصْلََحَِِ

نِيَْ  نَ المُْحْس ِ  قرَيِبٌْ مِّ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya 

dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’rāf [7] : 56) 

Laut memiliki peran penting dalam siklus hidrologi, 

struktur kimia atmosfir dalam menciptakan iklim dan cuaca yang 

telah lama dikenal sebagai sumber bahan pangan, media angkutan 

laut atau pelayaran, keamanan dan merupakan kawasan wisata 

yang sangat indah. Secara normal laut memiliki daya asimilasi 

untuk memproses dan mendaur ulang bahan-bahan pencemar atau 

polusi yang masuk kedalamnya, akan tetapi bilamana tingkat 

akumulasi bahan pencemar yang masuk kedalam perairan laut 

semakin tinggi akan mengakibatkan daya asimilasi laut sebagai 

gudang sampah atau limbah semakin menurun dan keadaannya 

dapat menimbulkan masalah lingkungan.
6
 

Lingkungan hidup terdiri dari dua unsur yaitu unsur 

mahluk hidup (biotik) dan unsur mahluk tak hidup (abiotik), 

diantara unsur-unsur tersebut terjalin sebuah hubungan timbal 

balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama 

                                                           
6 Anwar, Pengantar Ilmu Kesehatan (Jakarta: Sumber Wijaya, 2004), 4. 
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lain. Masalah lingkungan hidup sebenernya sudah lama terjadi 

bahkan tanpa campur tangan manusia. Kerusakan dan 

pencemaran lingkungan makin dipercepat karena meningkatnya 

aktivitas manusia dan sifat manusia yang serakah. Dampak 

pencemaran lingkungan tidak hanya berpengaruh dan berakibat 

kepada lingkungan alam saja, akan tetapi berakibat dan 

berpengaruh pula terhadap kehidupan tanaman, hewan dan juga 

manusia.
7
 

Penelitian Ani Rostiyati mengungkapkan bahwa 

peningkatan polusi sampah plastik di lautan semakin 

mengkhawatirkan. Tidak hanya tentang pencemaran, tetapi juga 

rusaknya ekosistem makhluk hidup di lautan. Sampah dan limbah 

cair termasuk limbah tambak merupakan persoalan serius yang 

dihadapi masyarakat Indonesia. Lampung memiliki 111 pulau 

dengan potensi wisata yang sangat besar. Lampung juga memiliki 

potensi wisata bahari sangat banyak dan terumbu karangnya 

melimpah walaupun banyak yang sudah hancur. Bandar 

Lampung saat ini merupakan tiga kota besar penyumbang 

sampah di laut terbesar di Republik Indonesia, masalah yang 

menjadi isu terbesar ialah sampah plastik yang terjadi di pesisir 

pantai. Tradisi buruk masyarakat Kota Bandar Lampung masih 

senang membuang sampah rumah tangga dan pabrik ke dalam 

sungai. Pada saat musim kemarau masyarakat membuang sampah 

di sungai karena airnya kering, tetapi ketika musim hujan tiba, 

sungai meluap dan menyebabkan banjir, hingga akhirnya sampah 

pun masuk ke laut. Tercatat, produksi sampah masyarakat di 

Lampung yang berjumlah sembilan juta jiwa lebih sudah 

mencapai 7.200 ton per hari. Dari jumlah tersebut, sekira 3,5 

persen sampah dibuang masyarakat ke sungai dan bermuara ke 

laut.
8
 

Berdasarkan hasil observasi pra penelitian yang penulis 

lakukan di, didapatkan informasi bahwa di kawasan Pulau 

                                                           
7 Ginting, Teknologi Pengolahan Limbah (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 

2002), 17. 
8 Ani Rostiyati, “Potensi Wisata Di Lampung Dan Pengembangannya,” 

Patanjala Volume 5, no. 1 (2023): 2, https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i1.185. 
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Pasaran masih ditemui cukup banyak sampah teronggok di 

dermaga dimana kapal nelayan berlabuh dan bersandar. Sampah-

sampah yang teronggok berasal dari sampah plastik kemasan 

makanan yang dikonsumsi sehari-hari seperti, plastik mie instan, 

plastik makanan ringan, plastik sabun, shampo, deterjen dan 

masih banyak lagi. Sampah yang ada di laut kawasan Pulau 

Pasaran, kebanyakan dari sampah yang terbawa aliran air dari 

kali.
9
  

Menurut hasil wawancara pra penelitian dengan salah satu 

masyarakat, diketahui bahwa sampah kawasan Pulau Pasaran 

sebelumnya diangkut Tossa (motor bak roda tiga) dibawa ke 

daratan. Tapi beberapa bulan terkahir pengangkut sampahnya 

tidak beroperasi lagi. Masih banyak masyarakat di daerah pesisir 

Bandar Lampung yang kurang sadar dan tidak peduli menjaga 

kebersihan laut seperti kebiasaan mereka membuang sampah ke 

laut tanpa memikirkan dampak yang akan dihadapi di masa yang 

akan datang, sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah 

untuk membina dan merubah pola pikir masyarakat.
10

 

Dalam hal ini kegiatan-kegiatan manusia kurang 

bersahabat dengan lingkungan laut sehingga menyebabkan 

pencemaran yang mengakibatkan rusaknya air laut sehingga 

berdampak buruk pada biota laut. Oleh karena itu tindakan 

manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat 

pengendaliannya adalah “hukum” dalam hal ini hukum 

lingkungan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara 

tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan 

wewenangnya kepada pemerintah daerah.
11

 Pemerintah setempat 

khususnya kepada dinas lingkungan hidup mempunyai tugas dan 

wewenang. Kedudukannya yang berada di lingkup terkecil dari 

suatu wilayah administrasi di desa/Kelurahan, selalu berhadapan 

langsung dengan masyarakat, sehingga mempunyai peran dan 

                                                           
9 Hasil Observasi Pra Penelitian Tanggal 2 September 2023. 
10 Zein (Masyarakat Pulau Pasaran), Wawancara Pra Penelitian, Tanggal 2 

September 2023. 
11 Arif Fikri et al., “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam 

Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” Jurnal As-Siyasi Volume 1, no. 1 (2021): 1, 

http://dx.doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960. 
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fungsi yang sangat strategis bagi menjalankan fungsi-fungsi 

pemerintahan di tingkat desa/Kelurahan.
12

 Tugas Pemerintah 

setempat adalah melaksanakan tugas dan wewenang lain yaitu 

terkhusus dalam mengatasi masalah sampah di pesisir Teluk 

Lampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laut 

perlu dilindungi serta di lestarikan seiring pemanfaatannya oleh 

manusia. 

Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung 

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah berbunyi: 

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf a meliputi kegiatan:  

a. pembatasan timbulan sampah;  

b. pendauran ulang sampah; dan/atau  

c. pemanfaatan kembali sampah.  

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan:  

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana 

pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh 

pelaku usaha;dan  

b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam 

pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, 

pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang 

sampah.  

(3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatan 

sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:  

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap 

dalam jangka waktu tertentu; 

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah 

lingkungan; 

c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;  

                                                           
12 Zuhraini, Agus Hermanto, and Triono, “Problematika Implementasi 

Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban 

Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah,” As-Siyasi: Journal of Constitutional Law 

Volume 2, no. 2 (2022): 12, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi. 
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d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur 

ulang; dan 

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.  

(4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang 

menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna 

ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses 

alam.  

(5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan 

yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah 

diurai oleh proses alam.
13

 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Siyāsah Tanfiżiyah 

Terhadap Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota 

Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah (Studi Kasus di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung 

Timur Kota Bandar Lampung).” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah analisis 

siyāsah tanfiżiyah terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan 

Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian, maka sub fokus 

penelitian dalam skripsi ini adalah: 

a. Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota 

Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

                                                           
13 Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 6 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 
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Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

b. Analisis siyāsah tanfiżiyah terhadap implementasi Pasal 

20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung 

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota 

Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah yang akan menjadi acuan dalam penelitian 

ini yaitu : 

1. Bagaimana implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) 

Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung? 

2. Bagaimana analisis siyāsah tanfiżiyah terhadap 

implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota 

Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah 

(Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk menganalisa siyāsah tanfiżiyah terhadap 

implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota 

Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung. 
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F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan khazanah keilmuan mengenai implementasi 

Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung 

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau 

Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar 

Lampung. 

2. Secara praktis 

Memberikan informasi dan masukan mengenai 

implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota 

Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung, serta memberikan 

manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terutama pada 

Ilmu Hukum Tatanegara atau Siyāsah Syariyyah. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian Sagita Rahma Sari yang berjudul “Implementasi 

Peran Pemerintah dalam Mencegah Pencemaran Laut 

Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung)”. Berdasarkan hasil penelitian 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung hanya 

memiliki kewenangan untuk mencegah sebelum masuknya 

sampah-sampah itu kelaut. Seperti sampah yang berasal dari 

kegiatan industri. Ditemukan Upaya Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Bandar Lampung adalah 1) adanya izin 

lingkungan sebagai pencegahannya limbah cair yang harus di 

baku mutu terlebih dahulu, 2) Membeikan penyuluhan 

kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan laut, 3) 

Membuat papan himbauan untuk masyarakat tentang 

larangan membuang sampah ke sungai yang akan bersarang 

di laut. Tinjauan fiqh siyasah terhadap upaya Dinas 
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Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung dalam pencegahan 

pencemaran laut sudah sesuai dengan syariat islam, karena 

manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab 

dengan sesama makhluk hidup dan seluruh alam termasuk 

menjaga kelestarian lingkungan.
14

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang 

implementasi peraturan atau perundang-undangan mengenai 

pembuangan sampah. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas 

tentang upaya pemeritah dalam mencegah pencemaran laut 

dan melihat pandangan fiqh siyāsah terhadap upaya 

pemerintah dalam menangani masalah pencemaran laut, 

sedangkan penulis berfokus pada tinjauan siyāsah tanfiżiyah 

terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) 

Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

2. Penelitian Bayu Ariq Defrianda yang berjudul “Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Kota Padang Menurut Tinjau Fiqih 

Siyāsah (Studi kasus Kelurahan Gunung Sarik).” Hasil 

penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan peraturan daerah 

Pengelolaan Sampah di Kelurahan Gunung Sarik belum 

berjalan dengan efektif masih adanya pengelolaan sampah 

tidak sesuai dengan jenisnya dan masih adanya pembuangan 

sampah sembarangan. Kemudian faktor penghambat dalam 

pelaksanaan Perda ini adalah kurang nya sosialisasi yang 

dilaksanakan dan tidak memadainya sarana dan prasarana 

dalam pengelolaan sampah, juga kurang nya kesadaran 

masyarakat akan pengelolaan sampah yang telah diatur sesuai 

peraturan yang berlaku. Dalam tinjauan fiqih siyasah 

Peraturan Daerah Kota Padang No 21 Tahun 2012 Tentang 

                                                           
14 Sagita Rahma Sari, “Implementasi Peran Pemerintah Dalam Mencegah 

Pencemaran Laut Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021), 2. 
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Pengelolaan Sampah ini sudah sesuai dengan syariat Islam, 

namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa yang tidak 

berjalan dengan baik.
15

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang 

implementasi peraturan atau perundang-undangan mengenai 

pembuangan sampah. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas 

tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 

2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Padang menurut 

tinjauan fiqih siyāsah, sedangkan penulis berfokus pada 

tinjauan siyāsah tanfiżiyah terhadap implementasi Pasal 20 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

3. Penelitian Najira Sukma Malik yang berjudul “Peran 

Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pencegahan Terjadinya 

Pencemaran Laut Di Kampung Makassar Timur.” 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

diambil kesimpulan bahwa peran pemerintah yaitu 

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup 

telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi dan kerja 

bakti untuk mengatasi permasalahan limbah rumah tangga di 

Kelurahan Makassar Timur sedangkan peran masyarakat 

dalam hal ini warga kelurahan Makassar Timur menjadi 

catatan penting. Menurut hasil pengamatan penulis, peran 

masyarakat Kelurahan Makassar Timur masih minim akan 

pemahaman kesadaran dalam menjaga dan melestarikan 

lingkungan hidup dalam hal mengatasi permasalahan limbah 

rumah tangga. dan perilaku masyarakat Sebagian besar 

masyarakat kelurahan Makassar Timur yang bertempat 

tinggal diatas laut yang apabila perilaku masyarakat masih 

                                                           
15 Bayu Ariq Defrianda, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 

2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Padang Menurut Tinjau Fiqih Siyasah 

(Studi Kasus Kelurahan Gunung Sarik)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 

2021), 2. 
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acuh terhadap lingkungan secara terus menerus akan 

berakibat pada kesehatan masyarakat setempat dan hal ini 

dikarenakan pola hidup masyarakat kelurahan Makassar 

timur yang kurang baik sehingga terjadinya pencemaran 

lingkungan limbah rumah tangga.
16

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang 

implementasi peraturan atau perundang-undangan mengenai 

pembuangan sampah. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas 

tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam 

Pencegahan Terjadinya Pencemaran Laut Di Kampung 

Makassar Timur, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan 

siyāsah tanfiżiyah terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan 

Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

4. Penelitian Anggriani Maharani Sulaeman yang berjudul 

“Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian 

Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon Provinsi 

Maluku.” Peran Dinas Lingkungan Hidup dengan hasil 

berupa program yang sudah terlaksana dengan baik akan 

tetapi masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu 1 dari 3 

yakni faktor fasilitator yang belum terpenuhi. Oleh karena 

itu, peneliti memberikan rekomendasi kepada Kota Ambon 

khususnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ambon 

alangkah baiknya menambah sarana dan prasarana dan 

Perlunya perhatian Khusus dari Provinsi untuk Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Ambon yang telah membantu 

tanggung jawab Provinsi dalam urusan sampah di perairan 

                                                           
16 Najira Sukma Malik, “Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam 

Pencegahan Terjadinya Pencemaran Laut Di Kampung Makassar Timur,” Skripsi 

Universitas Khairun (Skripsi, Universitas Khairun, 2022), 2. 
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dikarenakan hal tersebut menjadi tanggung jawab Provinsi 

terhadap perairan teluk Ambon.
17

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang 

implementasi peraturan atau perundang-undangan mengenai 

pembuangan sampah. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas 

tentang Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam 

Pencegahan Terjadinya Pencemaran Laut Di Kampung 

Makassar Timur, sedangkan penulis berfokus pada tinjauan 

siyāsah tanfiżiyah terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan 

Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

5. Penelitian Faradila Umaya Nasution yang berjudul “Upaya 

Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut Yang Dilakukan 

Negara Lain Menurut Hukum Intemasional (Studi Kasus 

Indonesia Dan Australia).” Berdasarkan hasil penelitian 

bahwa penyelesaian sengekta laut internasional sudah 

dijelaskan dalam Konvensi Internasional yaitu pada Pasal 

287 ayat (1) Bab XV UNCLOS 1982 tentang Pemilihan 

Prosedur Penyelesaian. Namun Perusahaan PTTEP 

Australasia tidak juga mengedepankan ikhtikad baik untuk 

menyelesaikan kasus ini melalui forum yang telah disediakan 

dan tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada negara 

tercemar akibat dari kegagalan atas kegiatan pengeboran 

sumur minyak lepas pantai oleh Perusahaan Thailand yang 

berada di Australia. Penilaian ini didasarkan atas berlarut-

larutnya kasus tumpahan minyak yang sudah mencemari Laut 

Timor tanpa adanya tindakan yang serius antar negara dan 

korporasi setelah proses negosiasi menemui jalan buntu 

untuk mengetahui bagaimana upaya negara dalam mengatasi 

                                                           
17 Anggriani Maharani Sulaeman, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam 

Pengendalian Pencemaran Lingkungan Perairan Teluk Ambon Provinsi Maluku” 

(Skripsi, IPDN, 2022), 2. 
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pencemaran laut, upaya negara tercemar kepada negara yang 

melakukan pencemaran untuk menjalankan sanksi.
18

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang 

implementasi peraturan atau perundang-undangan mengenai 

pembuangan sampah. Penelitian ini berbeda dengan 

penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini membahas 

tentang Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran Laut 

Yang Dilakukan Negara Lain Menurut Hukum Intemasional 

Indonesia Dan Australia, sedangkan penulis berfokus pada 

tinjauan siyāsah tanfiżiyah terhadap implementasi Pasal 20 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitian.
19

 Untuk memperoleh data 

yang diinginkan sesuai dengan tujuan peneliti sebagai bagian dari 

langkah pengumpulan data merupakan langkah yang sukar karena 

data data yang salah akan menyebabkan kesimpulan-kesimpulan 

yang ditarik akan salah pula. Penelitian yang digunakan termasuk 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati.
20

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan (field research) yaitu 

                                                           
18 Faradila Umaya Nasution, “Upaya Negara Menyelesaikan Pencemaran 

Laut Yang Dilaklikan Negara Lain Menurut Hukum Intemasional (Studi Kasus 

Indonesia Dan Australia)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 

2020), 2. 
19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 60. 
20 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2021), 22. 
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penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di 

lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-

lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga 

pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk 

menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa.
21

 

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian 

lapangan (field research) karena penelitian ini 

mengumpulkan data yang dilakukan di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung 

dan bertujuan untuk mengkaji mengenai tinjauan siyāsah 

tanfiżiyah terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan 

Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 

2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat 

deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data sedetail mungkin tentang objek yang 

akan diteliti sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan 

saat penelitian dilangsungkan dan mengambarkan secara 

lengkap.
22

  

Penelitian ini menyajikan data sedetil mungkin dan 

menggambarkan secara lengkap tentang tinjauan siyāsah 

tanfiżiyah terhadap implementasi Pasal 20 Peraturan 

Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 

2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana 

data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner 

                                                           
21 Afifuddin dan Beni Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Pustaka Setia, 2019), 12. 
22 Ibid., 40. 
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atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber 

data disebut responden. Sumber data adalah subjek penelitian 

di mana data menempel. Sumber dapat berupa benda, gerak, 

manusia, tempat, dan sebagainya.
23

 

Data adalah semua fakta dan angka-angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun sebuah informasi.
24

 Yang 

dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek 

dari mana data dapat diperoleh.
25

 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan dua sumber data yaitu : 

a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber 

pertamanya.
26

 Data primer dalam penelitian ini didapatkan 

dari wawancara, observasi serta dokumentasi yang berasal 

dari informan. 

Adapun yang menjadi informan sebagai sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah 7 orang yakni 3 

orang aparatur Kecamatan Teluk Betung Timur Kota 

Bandar Lampung dan 5 orang masyarakat Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber 

pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen.
27

 Dalam penelitian ini, 

dokumentasi, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan 

penelitian ini, dan pemberitaan online.  

 

3. Informan 

Informan merupakan individu maupun kelompok yang 

memberikan suatu informasi kepada sebuah agensi yang 

                                                           
23 Dudung Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta: Kurnia 

Kalam Semesta, 2020), 21. 
24 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 127. 
25 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: UMM Press, 2008), 45. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 40. 
27 Ahmad, Metodologi Penelitian Kualitatif, 30. 
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bertujuan untuk mengetahui informasi tertentu.
28

 Metode 

pemilihan informan yang penulis gunakan yaitu dengan 

purposive sampling.
29

 Teknik purposive sampling yaitu yaitu 

teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti 

mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam 

mengambil sampelnya. Kriteria pemilihan informan dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Aparatur Kecamatan Teluk Betung Timur Kota 

Bandar Lampung 

b. Masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung 

Timur Kota Bandar Lampung 

Peneliti memilih informan berdasarkan informan 

pertama yang penulis jumpai terdahalu. Informan disini 

terdapat dua jenis yaitu informan kunci, informan utama. 

Informan kunci dan informan utama merupakan informan 

yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok 

yang diperlukan.  

Tabel 1 .1 

Daftar Informan 

Jenis 

Informan 
Nama Jabatan 

Informan 

Kunci 

Zulkipli, S.E., M.M Camat Teluk Betung 

Timur Bandar Lampung 

Rosana, S.E. Kepala Seksi 

Ketentraman dan 

Ketertiban 

Yuliani  Staff Pelayanan Umum 

Kecamatan Teluk Betung 

Timur Bandar Lampung 

Informan 

Utama 

Febri  Masyarakat Pulau Pasaran 

Wahyudi  Masyarakat Pulau Pasaran 

                                                           
28 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi, 2009), 27. 
29 Djam’an Satori and Komariah Aan, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung, Alfabeta, 2017), 28. 
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Yogi  Masyarakat Pulau Pasaran 

Fahmi  Masyarakat Pulau Pasaran 

Total 7 orang 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan 

oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.
30

 

a. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah 

wawancara (sumber data sekunder). Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit 

atau kecil.
31

 

Metode wawancara merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data yang di lakukan dengan cara 

mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan sumber data. Wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
32

  

Penelitian ini menggunakan metode wawancara tak 

berstruktur. Wawancara tak berstruktur adalah 

pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan hidup, sikap, 

keyakinan subjek atau tentang keterangan lainnya dapat 

diajukan secara bebas kepada subjek.
33

 Penulis 

menggunakan metode ini dikarenakan dalam 

                                                           
30 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif, 46. 
31 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 132. 
32 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

20. 
33 Abdurahman, Pengantar Metode Penelitian, 12. 
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mendapatkan informasi atau jawaban dari responden, 

alternatif jawaban tidak ditentukan oleh peneliti 

melainkan jawaban berdasarkan opini responden. 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan 

kepada 7 orang yakni 3 orang aparatur Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung dan 5 orang 

masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung 

Timur Kota Bandar Lampung. 

b. Observasi  

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah teknik observasi (sumber data primer). Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati 

tidak terlalu besar.
34

 Adapun macam-macam observasi 

yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. 
35

 

Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk 

dalam jenis observasi non partisipan. Penelitian ini 

termasuk dalam observasi non partisipan karena dalam 

penelitian, penulis hanya mendapat informasi dari 

informan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota 

Bandar Lampung. 

c. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan 

untuk menunjang teknik observasi selain teknik 

wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). 

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda 

dan sebagainya.
36

 

                                                           
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, 45. 
35 Nur Indriantoro and Bambang Supomo, Metodologi Penelitian (Bandung: 

Rieneka Cipta, 2010), 15. 
36 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 202. 
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Dokumentasi ini untuk memperoleh data mengenai 

stuktur organisasi, keadaan Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

 

5. Analisis Data 

Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah 

upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintetiskan, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari 

dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.
37

 Proses dalam analisis data dijelaskan sebagai berikut : 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum data, 

menyederhanakan data memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya dan membuang yang tidak perlu, untuk 

dipertahankan dalam sebuah penelitian. Reduksi data 

dilakukan selama proses penelitian berlangsung, dimulai 

saat pembuatan proposal penelitian dimana peneliti 

menyusun konsep, menentukan waktu dan tempat 

penelitian. Selanjutnya, pada tahapan pengumpulan data 

proses reduksi masih berlangsung membuat pengkodean 

dan membuat cluster sampai laporan hasil penelitian 

lengkap dan dikatakan selesai.
38

  

b. Penyajian Data (Data Display) 

Menurut Miles dan Hubermen penyajian data 

adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap 

ini peneliti melakukan klasifikasi data sesuai dengan 

pokok permasalahan.Penyajian data dilakukan untuk 

                                                           
37 Lexy J Meolong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2020), 19. 
38 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&G (Bandung: 

Alfabeta, 2018), 4. 
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dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari gambaran keseluruhan. Dengan adanya 

penyajian data tersebut, data akan lebih tersusun dan 

mudah untuk dipahami.
39

 

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Data 

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap terakhir 

dalam proses analisis data. Bagian ini mengungkapkan 

kesimpulan dari data yang diperoleh peneliti. Tahap 

verifikasi data merupakan tahap akhir dalam proses 

penelitian. Bagian ini menunjukan kesimpulan yang 

telah dibuat oleh peneliti. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan 

mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan.
40

 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang 

penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, bab ini mengemukakan tentang 

pengertian fiqh siyāsah, siyāsah tanfiżiyah, pengelolaan sampah, 

dan pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung 

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang 

gambaran umum Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur 

Kota Bandar Lampung dan implementasi pasal 20 Peraturan 

Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

                                                           
39 Ibid., 14. 
40 Ibid., 19. 
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Bab IV Analisis Penelitian berisi tentang implementasi 

pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 

5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan 

tinjauan siyāsah tanfiżiyah terhadap implementasi pasal 20 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 

2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung. 

Bab V Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil 

pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan 

berdasarkan penelitian serta rekomendasi penulis mengenai 

upaya yang harus ditingkatkan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Fiqh Siyāsah 

1. Pengertian Fiqh Siyāsah 

Fiqh Siyāsah sebagai salah satu aspek hukum Islam yang 

membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia 

dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan manusia itu 

sendiri terlepas dari masa pemerintahan setelah wafatnya Nabi 

Muhammad Saw.
41

 Walaupun di dalam Al Qur’an tidak ada 

satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau 

mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari 

itu bahkan istilah negara (Daulah) pun tidak pernah disinggung 

dalam Al Qur’an, tetapi, unsur-unsur dasar dalam masyarakat, 

berbangsa dan bernegara, dapat ditemukan didalamnya.
42

 

Beberapa prinsip pokoknya antara lain musyawarah, keadilan, 

dan persamaan. 

Kata siyāsah  yang merupakan bentuk masdar atau kata 

benda abstrak dari kata sasa, memiliki banyak makna yaitu 

mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. 

Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau 

pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain ittu, 

siyāsah  juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. 

Selanjutnya Ibn Manzhur mendefenisikan Siyāsah 

sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang 

mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Sedangkan di 

dalam Al Munjid disebutkan, siyāsah  adalah membuat 

kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan 

yang menyelamatkan. Siyāsah juga berarti ilmu pemerintahan 

                                                           
41 Relit Nur Edi, “As Sunnah (Hadis) (Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah),” 

Jurnal Asas Volume 6, no. 2 (2014): 2, 

https://media.neliti.com/media/publications/177972-ID-as-sunnah-hadits-suatu-

kajian-aliran-ing.pdf. 
42 Yusuf Baihaqi, “Dimensi Ekonomi Dalam Kisah Al-Quran,” Jurnal Asas 

Volume 9, no. 1 (2017), 

http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1214. 
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untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta 

kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan 

dan istiqomah.
43

 

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika 

dikatakan bahwa siyāsah  berarti penyelenggaraan pemerintahan 

dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu 

sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, 

mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan 

membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan 

masyarakat.
44

 

Siyāsah yang didasarkan pada Al Qur’an dan Hadis Nabi 

dikenal dengan istilah Siyāsah syar'iyyah yakni Siyāsah yang 

dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, 

agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum 

syari’at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan 

bernegara. Siyāsah syar'iyyah disebut juga politik 

ketatanegaraan yang bersifat syar’i.
45

 

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang dalam 

konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban 

keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok diatas prinsip-

prinsip umum dan dasar yang baku yang telah ditetapkan oleh 

nash-nash Al-Quran dan hadis nabawi.
46

 Solusi untuk 

mendapatkan keadilan dalam Islam yakni dengan 

bermusyawarah, bahwa dalam bermusyawarah Islam 

memberikan batasan-batasan yakni tidak boleh melampaui 

kepada apa yang telah ada nash-nya secara pasti dan jelas, maka 

dalam hal ini larangan utuk berijtihad disana, kecuali ijtihad 

                                                           
43 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). 
44 Ridwan, Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan (Yogyakarta: FH 

UII Press, 2007), 23. 
45 Ibid., 10. 
46 M. Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah 

Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam 

Hukum Positif Di Indonesia,” AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law Volume, no. 

1 (2021): 11, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955. 
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untuk memahami atau dalam rangka menerapkannya. Hal ini 

sesuai dengan QS. Al-Imran ayat 159 yang berbunyi : 

وْا مِنْ  ا غلَِيْظَ القَْلبِْ لََهفَْضُّ ِ لِنْتَ ليَُمْ ۚ وَلوَْ كُنْتَ فظًَّ نَ الّلّه ةٍ مِّ فبَِمَا رَحَْْ

 ْ تَغْفِرْ ليَُمْ وَشَاوِرْهُُْ فِِ الََْمْرِۚ فاَِذَا عَزَمْتَ فتَوََكََّّ حَوْلَِِ ۖ فاَعْفُ عَنُْْمْ وَاس ْ

بُّ المُْ  َ يُُِ ِ ۗ اِنَّ الّلّه يَْ علَََ الّلّه ِ  ٩٥١تَوَكِّّ

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku 

lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap 

keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 

dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, 

mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah 

dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu 

telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 

kepada-Nya. (Qs. Ali-Imran (3) : 159) 

Menurut Imam Ibnu Abbas berhubungan dengan kisah 

Rasulullah saat perang badar. Pada waktu itu, pasca perang 

Badar Nabi Muhammad Saw mengajak musyawarah Abu Bakar 

dan Umar bin Khattab terkait para tawanan perang Badar. 

Sahabat Abu Bakar memberikan usulan kepada Rasulullah agar 

para tawanan dikembalikan kepada keluarganya dengan 

membayar sejumlah tebusan.  

Sedangkan Umar berpendapat agar para tawanan perang 

dieksekusi dan yang mengeksekusi adalah keluarga mereka 

sendiri. Menanggapi usulan dua sahabtnya, Rasulullah 

mengalami kesulitan dalam memutuskan pendapat siapa yang 

akan digunakan. Kemudian, turunlah Surat Ali Imran Ayat 159 

yang mengkonfirmasi pendapat sahabat Abu Bakar Shidiq. 

 

2. Kedudukan Fiqh Siyāsah 

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyāsah 

(Siyāsah  Syar'iyyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk 

diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan 

diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami 
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kedudukan fiqih siyāsah  di dalam sistematika hukum Islam. 

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian 

pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada 

Tuhannya dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama 

manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum 

(mu‟amalah).
47

 

Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak 

mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk 

penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya 

adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama 

manusia.
48

 Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, 

dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan 

kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan 

ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.
49

 

Syari’at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas 

ditunjukan oleh Al Qur’an dan sunnah Rasulullah yang dapat 

dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang 

hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan yang 

dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari 

ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum 

terutama Al Qur’an dan Hadis. Fiqh Siyāsah atau Siyāsah 

Syar'iyyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan 

berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka 

mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil 

tertentu.
50

 

Fiqh Siyāsah atau siyāsah  syar'iyyah berarti politik 

menurut ajaran syari’at. Dalam bidang ini dibahas tentang 

ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyāsah  syar'iyyah atau 

                                                           
47 Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan 

Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 24. 
48 Aziza Aziz Rahmaningsih and Retanisa Rizqi, “Agama Dan Moral Dalam 
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fiqh siyāsah  lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam 

menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan 

kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap 

siyāsah  syar'iyyah. Dalam fiqh siyāsah  pemerintah bisa 

menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh 

nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia 

Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyāsah  mempunyai kedudukan 

penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat 

Islam.
51

 

Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan 

kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi 

kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara 

lain umumnya. Pemerintah membutuhkan siyāsah  syar'iyyah. 

Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit 

mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh siyāsah  

(siyāsah  syar'iyyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-

hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyāsah dapat diibaratkan 

sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, 

dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat 

dinikmati oleh umat Islam. 

 

3. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah  

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang 

lingkup kajian fiqih siyāsah (siyāsah  syar'iyyah) diantaranya 

ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang 

menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. 

Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup 

kajian fiqh siyāsah  menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini 

semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat 

teknis. 

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip 

dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh 

siyāsah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai 

berikut: 
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a. Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan 

(Siyāsah Dusturiyyah Syar‟iyyah). 

b. Kebijaksanaan tetang penetapan hukum (Siyāsah 

Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah). 

c. Kebijaksanaan peradilan (Siyāsah Qadha`iyyah Syar‟iyyah). 

d. Kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyāsah Mâliyyah 

Syar‟iyyah). 

e. Kebijaksanaan administrasi negara (Siyāsah Idariyyah 

Syar‟iyyah). 

f. Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional 

(Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah  Kharijiyyah Syar‟iyyah). 

g. Politik pelaksanaan undang-undang (Siyāsah Tanfîdziyyah 

Syar‟iyyah). 

h. Politik peperangan (Siyāsah Harbiyyah Syar‟iyyah).
52

 

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian 

fiqh siyāsah (Siyāsah Syar‟iyyah) mencakup : 

a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-

undangan (Siyāsah Dusturiyyah). 

b. Ekonomi dan moneter (Siyāsah Mâliyyah). 

c. Peradilan (Siyāsah Qadha`iyyah). 

d. Hukum perang (Siyāsah Harbiyyah). 

e. Administrasi negara (Siyāsah `Idariyyah).
53

 

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat 

bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter 

serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi 

ruang lingkup kajian fiqh siyāsah  (siyāsah  syar‟iyyah) menjadi 

tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan 

keuangan negara.
54
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Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh 

siyāsah (siyāsah syar‟iyyah) di atas dapat dipahami bahwa 

pembahasan pokok fiqh siyāsah meliputi berbagai bidang yang 

terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-

bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang 

mencangkup siyāsah  penetapan hukum, siyāsah  peradilan, 

siyāsah  administrasi dan siyāsah  penerapan hukum. siyāsah 

dusturiyyah adalah siyāsah yang berkaitan dengan peraturan 

dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan 

pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan 

penguasa rakyat. Dengan kata lain siyāsah dusturiyyah 

membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, 

politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga 

yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.
55

 

Selain bidang siyāsah dusturiyyah. Pembahasan fiqih 

siyāsah (siyāsah syar‟iyyah) adalah Siyāsah 

Dauliyyah/Kharijiyyah, yaitu siyāsah yang berhubungan dengan 

pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, 

tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam 

situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam 

pembahasan fiqh Siyāsah  adalah Siyāsah Maliyyah dan Siyāsah 

Harbiyyah. Siyāsah Maliyyah yaitu siyāsah yang mengatur 

sumber-sumber keuangan Negara Sedangkan Siyāsah 

Harbiyyah, yaitu siyāsah yang mengatur tentang peperangan 

dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.
56

 

Berdasarkan beberapa jenis fiqh siyāsah , maka secara 

spesifik fiqih siyāsah yang digunakan yakni Siyāsah  

Dauliyyah/Kharijiyyah. Siyāsah Dauliyyah merupakan dalam 

lingkup kajian Ketatanegaraan Islam, yang mana merupakan 

kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan 

masyarakat dalam perspektif agama Islam yang mencakup 
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hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk 

juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk 

menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang 

menyamakannya dengan seruan jihad.
57

 

Bidang-bidang Siyāsah Syar‟iyyah bukan harga mati 

yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyāsah 

Syar‟iyyah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan 

negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan 

adanya perbedaan dan perkembangan Siyāsah Syar‟iyyah itu 

antara lain perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, 

tingkat pendidikan, dan sejarah perkebangan Islam itu sendiri di 

negara masing-masing.
58

 

Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur 

ruang lingkup sari Siyāsah Syar‟iyyah. 

 

4. Kriteria Fiqh Siyāsah 

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemengang 

kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari’at. Kebijakan 

politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut Siyāsah Wad‟iyah 

(sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). 

Namun siyāsah wad‟iyyah harus tetap diseleksi dan diukur 

dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak 

sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang 

dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai Siyāsah 

Syar‟iyyah dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan 

dalam sabda Rasulullah SAW: 

”Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan 

maksiat kepada Allah”. 

Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa 

syar’iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan 

yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan 
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diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS An Nisa 

ayat 59 yang berbunyi : 

ۚ فاَِنْ  سُوْلَ وَاُولِِ الََْمْرِ مِنْكُِْ َ وَاَطِيْعُوا الرَّ مَنوُْٓا اَطِيْعُوا الّلّه يْنَ اه ِ اَ الََّّ َيُُّّ ٓ يٰه

ِ وَاليَْوْمِ  سُوْلِ اِنْ كُنْتُُْ ثؤُْمِنوُْنَ بِِلّلّه ِ وَالرَّ وْهُ اِلَِ الّلّه ءٍ فرَُدُّ ثنَاَزَعْتُُْ فِِْ شََْ

لَِِ خَيٌْْ وَّ  خِرِۗ ذه  ٥١ ࣖاَحْسَنُ ثأَوِْيلًَْ الَْه

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” 

(QS. An-Nisā’ (4) : 59) 

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang 

kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari’at Islam. 

b. Meletakkan persamaan (al-musyawarah) kedudukan 

manusia di depan hukum dan pemerintahan. 

c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan 

melaksanakannya  

d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. 

e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
59

 

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik 

tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain 

yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan 

karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari 

buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan 

individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu 

contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban 
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agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh 

manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. 

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana 

yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa 

karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu: 

a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan 

kesulitan. 

b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun 

dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala 

hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus 

dilenyapkan dan dihilangkan. 

c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan 

kemudharatan. 

d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk 

kemudharatan yang bersifat umum. 

e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak 

kemudhartan yang berat. 

f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan 

yang terlarang. 

g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut 

ukuran yang diperlukan. 

h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan 

kemaslahatan.
60

 

 

5. Prinsip-prinsip Fiqh Siyāsah 

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaram yang 

dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif 

Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang 

dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) 

prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut: 

a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah. 
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b. Prinsip musyawarah. 

c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia . 

d. Prinsip persamaan. 

e. Prinsip ketaatan rakyat. 

f. Prinsip keadilan. 

g. Prinsip peradilan bebas. 

h. Prinsip perdamaian. 

i. Prinsip kesejahteraan.
61

 

 

6. Siyāsah Tanfiżiyah 

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam 

dinyatakan dengan istilah ul al-amr dan dikepalai oleh seorang 

Amir atau Khalifah. istilah ul al-amr tidaklah hanya terbatas 

untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga 

legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih 

luas lagi.  

Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak 

menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala 

negara yang bertugas mengatur ketentuan perundang-

undangaaan seperti Diwan al-Kharāj (Dewan Pajak), Diwan 

al-Ahdas (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, 

pekerjaan umum, Diwan al-Jund (militer), sahib al-bait al-

māl (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur 

dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka 

untuk hal ini istilah ul al-amr mangalami penyempitan makna 

untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi 

sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi 

menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai 

Khalifah.
62
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Tugas Al-Sulthah Tanfiżiyah adalah melaksanakan 

undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan 

yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara 

melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan 

dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan 

sesama negara (hubungan internasional).
63

 

siyāsah tanfiżiyah merupakan bagian fiqh siyāsah yang 

membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam 

bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi 

(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-

undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara 

perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura 

yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 

tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia.
64

 

Permasalahan di dalam fiqh siyāsah tanfiżiyah adalah 

hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di 

pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam 

masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam siyāsah tanfiżiyah 

biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan 

perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan 

dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan 

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 

kebutuhannya.
65

 

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan 

dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di 

suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber 

perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material 

adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok undang-

undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini 
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adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan 

rakyat yang diperintah. Perumusan konstitusi tersebut tidak 

dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang 

bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun 

kebudayaannya. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu 

sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara 

tersebut.
66

 

 

7. Ruang Lingkup Siyāsah Tanfiżiyah 

Siyāsah tanfiżiyah mencakup bidang kehidupan yang 

sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum 

disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 

a) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan. 

b) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya. 

c) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya. 

d) Persoalan bai‟at. 

e) Persoalan waliyul ahdi 

f) Persoalan perwakilan 

g) Persoalan ahlul halli wal aqdi. 

h) Persoalan wizarah dan perbandingannya.
67

 

Persoalan siyāsah tanfiżiyah umumnya tidak dapat 

dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik 

ayat-ayat al-Qur’an maupun hadis, maqāsidu syari‟ah, dan 

semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang 

tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. 

Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di 

dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang 

dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk 

di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.
68
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Interpretasi adalah usaha negara unttuk memahami dan 

mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan 

nash. Adapun analogi adalah melakukan metode Qiyas suatu 

hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang 

berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara 

inferensi adalah metode membuat perundang-undangan 

dengan memahami prinsip-prinsip syari‟ah dan kehendak 

syar‟i (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah 

kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak 

menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.
69

 

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah 

dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al „aqd. Kemudian 

dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya 

mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen). Kedua, 

tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, 

negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-sulthah al- 

tanfiżiyah). Di sini negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan 

yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara 

melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam 

negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan 

negara lain (hubungan internasional).
70

 

 

B. Teori Kebijakan 

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 

kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan 

perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian 

yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun 

kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan 
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daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu 

masalah.
71

  

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem 

apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan 

masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah Swt dalam QA. 

An-Nisā’ ayat 58: 

 اَىْلِياَۙ وَاِذَا حَكََْتُُْ بيََْ النَّاسِ اَنْ 
ٓ نهتِ اِلِه وا الََْمه َ يأَمُْرُكُُْ اَنْ ثؤَُدُّ ۞ اِنَّ الّلّه

يْعًاۢ بصَِيًْْا َ كََنَ سََِ ا يعَِظُكُِْ بِوٖ ۗ اِنَّ الّلّه َ هِعِمَّ كَُُوْا بِِلعَْدْلِ ۗ اِنَّ الّلّه  تََْ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh 

kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-

Nisa’(4) : 58) 

Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebut dua perkara 

terkait ayat ini. Pertama, obyek (khitab) ayat ini adalah para 

pemangku kekuasaan, Rasulullah Saw, khalifah setelahnya dan 

para pemimpin setelahnya. Kedua, ayat ini mengandung pokok-

pokok hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin berupa 

amanah kekuasaan atas harta benda, penegakan hukum, 

perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa 

rakyat.
72

 

Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan sistem 

kepemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini, yakni amanah 

dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses 

politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi 

keduaniaan karena dalam pandangan Al-Qur’an, kepemimpinan 
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sebagai 'perjanjian ilahi' yang melahirkan tanggung jawab 

menentang kezaliman dan menegakkan keadilan.
73

 

ْ جَاعِلَُُ لِلنَّاسِ اِمَامًاۗ  قاَلَ  يُنَّ ۗ قاَلَ اِنِّّ تٍ فاََثمََّ مه ُّوٗ بِكََِ هَُٖ رَب  اِبْره
ٓ ۞ وَاِذِ ابتَْلَه

َّتِِْ ۗ قاَلَ لََ ينَاَلُ  لِمِيَْ وَمِنْ ذُرِّي  عَيْدِى الظّه

“Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi 

seluruh manusia'. Ibrahim berkata: '(Dan saya mohon juga) dari 

keturunanku'. Allah berfirman: 'Janji-Ku (ini) tidak mengenai 

orang yang zalim'." (QS Al-Baqārah (2) : 124) 

Kepemimpinan dalam pandangan ayat di atas bukan hanya 

sekedar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau 

perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan 

keadilan. Amanah yang menjadi tanggung-jawab dunia akhirat, 

sehingga kepemimpinan tidak boleh dijalankan sembarangan 

tanpa prinsip keadilan, transparan dan bisa dipertanggung-

jawabkan.
74

 

Rasulullah waS  bersabda: 

عِيوِ  عَبْدٍ  مِنْ  مَا ُ  يسَْتََْ لََّ  لِرَعِيَّتِوِ، غاَش   وَىُوَ  يمَُوتُ  يوَْمَ  يمَُوتُ  رَعِيَّةً، اللَّّ
ِ
مَ  ا  حَرَّ

 ُ  الجَْنَّةَ  علَيَْوِ  اللَّّ

"Tiada seorang yang diamanati Allah memimpin rakyat 

kemudian ketika ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan 

pasti Allah mengharamkan baginya surga," (HR. Bukhari) 

Adil dalam pandangan Al-Qur'an mempunyai dimensi 

yang luas dan menyangkut seluruh rakyat, sikap dan kebijakan 

pemerintah harus dilandasi asas keadilan untuk semua, tidak ada 

diskriminasi dalam bentuk apapun, proporsional. Kata adil dalam 

ayat ini diartikan sama hanya mencakup sikap dan perlakuan 

hakim pada saat proses pengambilan keputusan hukum.Ayat ini 

menuntun hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang 
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bersengketa di dalam posisi yang sama. Kepemimpinan yang 

mengedepankan asas persamaan dan keseimbangan rakyat di 

mata hukum, dan akses ekonomi, pendidikan, sosial, budaya akan 

mendorong terjadinya dinamika kehidupan yang normal dan 

maju. Kesadaran hukum masyarakat hanya bisa tercipta ketika 

pemerintah menyikapi persoalan hukum dengan asas 

keberpihakan kepada kebenaran.
75

 

Titik simpul kaidah ini adalah pemerintah selaku 

pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan 

kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai 

bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-

kebijakan yang lebih baik bukan sekedar maslahah, tetapi 

prioritas lebih baik untuk menolak dharar dan kerusakan, 

menarik manfaat dan kebenaran. Pemerintah tidak dibenarkan 

sekedar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu 

mewujudkan kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta 

kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang 

berketenteraman bagi rakyat.
76

 Implementasi kebijakan 

dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:  

1. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan 

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang 

harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran 

(target group), sehingga akan mengurangi distorsi 

implementasi.  

2. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah 

dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila 

implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, 

maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber 

daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, 

misalnya kompetensi implementor dan sumber daya 

finansial.  
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3. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki 

oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat 

demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang 

baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan 

kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap 

atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, 

maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak 

efektif.  

4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas 

mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari 

struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure 

(SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu 

panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan 

menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang 

rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi 

tidak fleksibel.
77

 

 

C. Pengelolaan Sampah 

1. Pengertian Pengelolaan Sampah 

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang 

terbuang atau di buang dari suatu sumber hasil aktivitas 

manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai 

nilai ekonomi, bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang 

negatif karena dalam penanganannya baik untuk membuang 

atau membersihkannya memerlukan biaya yang cukup besar. 

Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak 

berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan 

atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam 

pembikinan manufaktur, materi berkelebihan, ditolak atau 

buangan. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 

tentang pengelolaan sampah dinyatakan definisi sampah 
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sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari 

proses alam yang berbentuk padat. 

Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif 

dan universal. Komprehensif berarti syariat islam 

merangkum seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) 

maupun sosial (muamalah), dan universal yang bermakna 

dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai 

terjadinya hari kiamat. Islam mempunyai pandangan sendiri 

dalam upaya penanggulangan sampah. Jika ada yang 

bertanya apakah dalil dari al-Qur’an dan Hadits yang 

memerintahkan umat islam untuk mengelola sampah, maka 

kita memang tidak menemukan ada ayat atau hadits yang 

secara jelas dan gamblang memerintahkan hal tersebut. 

Akan tetapi kalau kita berkaca dari beragam ayat dan 

riwayat, termasuk hadits yang akan kami sebutkan berikut 

ini, sesungguhnya islam mengajarkan pemeluknya agar 

mengelola sampah karena mayoritas sampah bisa dikelola. 

Banyak di antara kita yang suka membuang sampah 

sembarangan, baik di rumah, di jalan, di kantor, di sungai, di 

got, dan lain sebagainya. Islam telah memberikan 

pengatahuan kepada umat bahwa memungut dan mengambil 

sampah yang berserakan adalah salah satu ibadah dan bisa 

membuat seseorang masuk surga. Sampah bisa menjadi 

ibadah pada saat seseorang memungut sampah, kemudian 

mengolahnya, atau mebuangnya pada tempat sampah, 

sehingga tidak ada yang terkena dampak dari sampah itu.
78

 

Firman Allah SWT terkait hal tersebut tertuang dalam Al-

Qur’an surat Ar-Rum Ayat 41 sebagai berikut: 

ظَيرََ الفَْسَادُ فِِ البَِّْ وَالبَْحْرِ بِمَا كَسَبتَْ اَيدِْى النَّاسِ لِيُذِيقَْيُمْ بعَْضَ 

َّيُمْ يرَْجِعُوْنَ  لوُْا لعََل يْ عََِ ِ  الََّّ
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Artinya:  

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah 

merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 

benar).” (QS. Ar-Rum (30) : 41) 

Ayat di atas menjelaskan bahwa bumi diciptakan 

Tuhan untuk dikelola manusia dengan baik, untuk 

memperkecil kemungkinan kerusakan lingkungan. Merawat 

udara tetap bersih, adalah bukti dari nilai keimanan. Salah 

satu yang berdampak pada lingkungan adalah sampah. Islam 

mengajarkan pemeluknya untuk selalu menjaga keindahan 

dan kebersihan. Salah satu problem manusia adalah akhlak, 

terutama akhlak tentang kebersihan.
79

 

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis 

dan berkesinambung an yang meliputi pengurangan dan 

penanganan sampah. Dalam naskah Akademis Rancangan 

Undang-undang Persampahan disebutkan sampah adalah 

sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang berujud padat atau 

semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat 

terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah 

tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.
80

 

Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam 

proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya 

produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada 

pada setiap fase materi yaitu padat, cair, atau gas. Ketika 

dilepaskan dalam dua fase yang disebutkan terakhir terutama 

gas, sampah dapat dikatakan sebagai emisi. Emisi biasa 

dikaitkan dengan polusi. Dalam kehidupan manusia, sampah 

dalam jumlah besar datang dari aktivitas indutsri (dikenal 

juga dengan sebutan limbah), misalnya pertambangan, 

manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri 
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akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah 

sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.
81

 

Sampah atau limbah padat diantaranya adalah benda-

benda yang berbentuk plastik, aluminium, besi, kaleng, 

botol/beling/kaca, dan lain sebagainya. sedangkan limbah 

cair adalah rembesan cairan hasil pembusukan sampah biasa 

disebut lindir dan dapat mencemari air tanah dan sungai. 

Kemudian pencemaran air tanah disebabkan oleh kandungan 

bakteri e-coli dan logam berat. Pemerintah bertanggung 

jawab dalam pengumpulan ulang dan pembuangan sampah 

dari pemukiman secara memadai. Namun karena terdapat 

hal lain yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di 

daerah serta kurangnya dana penunjang untuk 

operasionalisasi pengelolaan persampahan, menjadikan pada 

beberapa daerah kegiatan pengelolaan sampah ini seperti 

yang diharapkan. Hal ini semakin diperkuat dengan belum 

diterapkannya prinsip bahwa yang memproduksi barang 

harus mengelola sampah dari barang tersebut.
82

 

Pengelolaan sampah juga merupakan semua kegiatan 

yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan 

sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, 

kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi 

pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, 

transfer dan transfort, pengolahan dan pembuangan akhir.
83

 

 

2. Tahapan Pengelolaan Sampah 

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan 

dilakukan melalui 3 (tiga) tahap kegiatan, yaitu 

pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir. Secara 

sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam 

pengelolaan sampah sebagai berikut: 
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Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah 

dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan 

sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada 

tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, 

bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun 

tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan 

pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang 

mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.
84

 

Tahapan pengangkutan dilakukan dengan 

menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertenu 

menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengolahan. Pada 

tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu 

tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan 

sementara ke tempat pembuangan akhir.
85

 

Pada tahapan pembuangan akhir/ pengolahan, sampah 

akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia 

maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian 

seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan 

tempat tinggal masyarakat dan sekolahan, dewasa ini 

dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup 

kompleks. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi 

tinggi laju timbulan sampah yang tinggi, kepedulian 

warga/masyarakat dan sekolah terutama siswa yang masih 

sangat rendah serta masalah pada kegiatan pembuangan 

akhir sampah (final disposal) yang selalu menimbulkan 

permasalahan tersendiri.
86

 

 

3. Metode Pengelolaan Sampah 

Dalam pasal 12 ayat 1 UUPPS, setiap orang 

diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah 
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dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan. 

Metode tersebut adalah konsep 3 R, yaitu: 

1) Reduce (mengurangi sampah) dalam arti tidak 

membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan. 

Reduce juga berarti mengurangi belanja barangbarang 

yang tidak terlalu dibutuhkan seperti baju baru, 

aksesoris tambahan atau apapun yang intinya adalah 

pengurangan kebutuhan. Kurangi juga penggunaan 

kertas tissu dengan sapu tangan, kurangi penggunaan 

kertas di kantor dengan print privew sebelum dicetak 

agar tidak salah, dan lainlainnya. Contoh kegiatan 

Reduce sehari-hari adalah: 

a) Memilih produk dengan kemasan yang dapat 

didaur ulang;  

b) Hindari memakai dan membeli produk yang 

menghasilkan sampah dalam jumlah besar; 

dan/atau  

c) Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. 

2) Reuse (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa 

digunakan). Contoh kegiatan Reuse sehari-hari adalah : 

a) Memilih wadah, kantong atau benda yang dapat 

digunakan beberapa kali atau berulang-ulang, 

misalkan menggunakan sapu tangan daripada 

menggunakan tissu, menggunakan tas belanja jenis 

kain daripada menggunakan plastik;  

b) Mengguanakan alat-alat penyimpanan elektronik 

yang dapat dihapus dan ditulis Kembali. 

3) Recycle (Mendaur ulang sampah). Paling mudah adalah 

mendaur ulang sampah anorganik. Salah satu hasil dari 

karya daur ulang sampah menggunakan botol plastik air 

minum atau apapun sebagai pot tanaman, sampai 

mendaur ulang kertas bekas untuk menjadi kertas 

kembali. Contoh kegiatan Recycle sehari-hari adalah: 
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1) Memilih produk yang dapat didaur ulang dan 

mudah terurai; 

2) Melakukan pengolahan sampah organik menjadi 

kompos; dan/atau 

3) Melakukan pengolahan sampah non organik 

menjadi barang yang bermanfaat bahkan 

mempunyai nilai jual.
87

 

 

D. Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung 

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 

Pembentukan Peraturan Daerah tentang pengelolaan 

sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di daerah 

kabupaten/kota dikarenakan bahwa pertambahan penduduk dan 

perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan 

bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang 

semakin beragam, pengelolaan sampah selama ini belum sesuai 

dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan 

lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap 

kesehatan masyarakat dan lingkungan, pengelolaan sampah 

diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan 

kewenangan pemerintahan daerah, serta peran serta masyarakat 

dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan 

efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan, 
88

 

Nilai filosofis dari hukum larangan pembuangan sampah 

secara sembarangan terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Merujuk pada latar 

belakang penyusunan dan ketentuan pasal 3 Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat 

Sembilan asas yang mendasari pengelolaan sampah, yaitu: asas 

tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, 

asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas 
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keamanan, dan asas nilai ekonomi. Perilaku membuang sampah 

secara sembarangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, 

seperti kewilayah sungai dan tempat-tempat lainnya, memberikan 

andil yang sangat signifikan dalam kerusakan lingkungan.
89

 

Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya 

dan memahami masalah yang terjadi di masyarakat serta 

memperbaiki kegagalan yang pernah terjadi Dari hal tersebut, 

diketahui tujuan dari Surat Edaran tersebut untuk mendorong 

produsen meminimalisir pencemaran dan mereduksi penggunaan 

sumber daya alam dan energi dari setiap tahap siklus hidup 

produk melalui rekayasa desain produk dan teknologi proses. 

Produsen harus bertanggung jawab terhadap semua hal, termasuk 

akibat dari pemilihan material, pemakaian produk, dan 

pembuangannya. Sehingga dapat memungkinkan bagi industry 

untuk menerapkan kebijakan penampungan kembali barang rusak 

(limbah) melalui distributornya. Selain sebagai bentuk tanggung 

jawab sosial.
90

 

Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung 

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah: 

1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf a meliputi kegiatan:  

a. pembatasan timbulan sampah;  

b. pendauran ulang sampah; dan/atau  

c. pemanfaatan kembali sampah.  

2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1dilakukan melalui kegiatan:  

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana 

pemanfaatanbahan produksi ramah lingkungan oleh 

pelaku usaha;dan 

                                                           
89 Rosmidah Hasibuan, “Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga 

Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup,” Jurnal Ilmiah : Advokasi Volume 4, no. 1 

(2016): 13, https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/354. 
90 Wega Trisunaryanti, Dari Sampah Plastik Menjadi Bensin Dan Solar 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2021), 6. 
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b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam 

pengembangan dan memanfaatkan hasil daur 

ulangpemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang 

sampah.  

3. Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung 

kegiatansebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:  

a. menetapkan target pengurangan sampah secara 

bertahapdalam jangka waktu tertentu;  

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah 

lingkungan; 

c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;  

d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur 

ulang dan  

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.  

4. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang 

menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang 

dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.  

5. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan 

yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah 

diurai oleh proses alam.
91

 

 

                                                           
91 Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 
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BAB III 

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung 

Timur Kota Bandar Lampung 

1. Letak Geografis Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung 

Timur Kota Bandar Lampung 

Pulau Pasaran adalah sebuah pulau di Kelurahan Kota 

Karang RT. 09 Lingkungan 2, Kecamatan Teluk Betung 

Barat, Kota Bandar Lampung. Jarak dari Pulau Pasaran ke 

Kecamatan Kota Karang sekitar 1 km dengan waktu tempuh 

sekitar 25 menit. Luas Pulau Pasaran saat ini sekitar sekitar 

12 ha. Menurut sejarah luas awal pulau ini hanya 2 ha. Luas 

pulau semakin bertambah karena populasi penduduk yang 

meningkat. Keseluruhan lahan di Pulau pasaran digunakan 

untuk berbagai kegiatan, 60 persen lahan digunakan untuk 

tempat penjemuran ikan teri sedangkan sisanya 40 persen 

digunakan untuk pemukiman, bangunan, jalan, tempat 

pemakaman, sarana pendidikan, ibadah dan lapangan. Untuk 

menjangkau Pulau Pasaran ini satu-satunya akses yang dapat 

digunakan yaitu perahu, dengan waktu tempuh sekitar 15 

menit sekitar 200 meter. Pulau Pasaran terletak di dataran 

dengan suhu rata-rata 370C, dengan ketinggian 2 meter di 

atas permukaan laut. Jenis tanah di Pulau Pasaran adalah 

jenis tanah berpasir dengan ciri lapisan tanah berwarna putih 

kemerah-merahan.
92

 

 

2. Keadaan Penduduk Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung 

Jumlah penduduk di Pulau Pasaran terdiri dari 247 

Kepala Keluarga dengan jumlah penduduk 1.123 jiwa yang 

                                                           
92 Dokumentasi Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung 

Tahun 2023. 
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terdiri dari 571 laki-laki dan 552 perempuan. Keadaan 

penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada: 

Tabel 3.1 

Jumlah Penduduk Pulau Pasaran 

No Jenis Kelamin Jumlah (jiwa) 

1 Laki-laki 571 

2 Perempuan 552 

Total 1.123 

 Sumber : Dokumentasi Kecamatan Teluk Betung Timur 

Tahun 2023 

 

3. Mata Pencaharian Penduduk Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung 

Tabel 3.2 

Mata Pencaharian Penduduk Pulau Pasaran 

No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) 

1 Nelayan 513 

2 Buruh 34 

3 Pedagang 12 

4 Pegawai 34 

Total 598 

 Sumber : Dokumentasi Kecamatan Teluk Betung Timur 

Tahun 2023 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas 

penduduk Pulau Pasaran memiliki mata pencaharian sebagai 

nelayan. 
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4. Susunan Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Timur 

Kota Bandar Lampung 

Tabel 3.3 

Susunan Pemerintahan Kecamatan Teluk Betung Timur  

Kota Bandar Lampung 

No Jabatan  Jumlah (Jiwa) 

1 Camat  Zulkipli, S.E., M.M 

2 Sekretaris Camat Drs. Syamsi Thamrin 

3 Kasubbag Umum dan 

Kepegawaian 

Fahmi, S.Sos 

4 Kasubbag Program Informasi 

dan Keuangan 

Ahmad Nurkholis, S.E. 

5 Kepala Seksi Pelayanan 

Umum 

Sahroni, S.I.P. 

6 Kepala Seksi Pemerintahan Aziza, S.H. 

7 Kepala Seksi Ketentraman 

dan Ketertiban 

Rosana, S.E. 

8 Kepala Seksi Pemberdayaan 

Masyarakat  

Wahyudi 

9 Kepala Seksi Pembangunan Erna Putri, S.H., M.H. 

 Sumber : Dokumentasi Kecamatan Teluk Betung Timur Tahun 2023 

B. Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Kota Bandar Lampung 

Pada penyajian data akan peneliti paparkan tentang 

perolehan data penelitian berupa wawancara dan dokumentasi 

yang didapat dari 7 orang yakni 3 orang aparatur Kecamatan 

Teluk Betung Timur Bandar Lampung dan 4 orang masyarakat 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. 

Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung 

tersebut Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. 

Perolehan data penelitian yang akan dijabarkan sesuai dengan 

fokus penelitian pada pembahasan ini ini.  
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Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung merupakan pihak yang berkapasitas dan paling 

memiliki relevansi dengan penanganan sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Meskipun 

terdapat batasan-batasan wewenang. Faktor komunikasi menjadi 

hal penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. 

Adanya lintas sektor pelaksana perlu menjalin komunikasi yang 

efektif sehingga seluruh rangkain kebijakan bisa terintregasi dan 

berjalan tanpa ada kontradiksi. Adanya kerjasama lintas sektor 

sebagaimana telah tertuang dalam petunjuk penyelenggaraan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zulkipli 

selaku Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa 

terkait dengan para pelaksananya dari Kebijakan Pengelohan 

sampah, memang tidak ada aturan khusus dari Pemerintah Kota 

Bandar Lampung. Tapi memang kami juga sering melakukan 

koordinasi dengan Pemerintah Kota dan Dinas Lingkungan 

Hidup. Jadi tidak ada tim khusus atau penggabungan secara 

tertulis agar Pemerintah Kota dan Dinas Lingkungan Hidup 

bekerjasama. Jadi sifatnya aotomatis dan kondisional.
93

 

Pernyataan tersebut menunjukkan memang belum terjalin 

hubungan khusus untuk penanganan sampah. Namun langkah 

kordinasi sering dilakukan kedua dinas untuk mengatasi 

permasalahan sampah atau pelaksanaan progam-progam tertentu 

yang memang harus dijalankan. Menurut Ibu Yuliani selaku Staff 

Pelayanan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung: 

“Sebenarnya pengorganisasian ini diperlukan agar tidak 

menimbulkan timpang tindih dan lempar tanggung jawab dalam 

pengelolaan sampah.”
94

 

                                                           
93 Zulkipli (Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan 

Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023 
94 Yuliani (Staff Pelayanan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 

November 2023 
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Jika tidak ada sistem pengorganisasian yang jelas, 

berpeluang memicu suatu persinggungan antar instansi. Bisa 

saling lempar tanggungjawab jika terjadi suatu permasalahan dan 

bisa memicu konflik karena ada saling klaim jika ada 

keberhasilan. Hal-hal seperti ini dapat diminimalisir dengan 

adanya sistem pengorganisasian antar lembaga pelaksana 

kebijakan. 

Adapun komunikasi secara eksternal adalah upaya 

sosialisasi tentang pengelolaan sampah dari pelaksana kebijakan 

kepada masyarakat luas. Adanya Komunikasi dua arah ini dilatar 

belakangi beberapa permasalahan sampah yang ada di Pulau 

Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Hal 

tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh Ibu Rosana selaku 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung: 

“Mayoritas masyarakat di Pulau Pasaran banyak yang 

belum memiliki kesadaran tentang pentingnya menjaga 

lingkungan. Tradisi yang ada di lingkungan mereka membuang 

sampah sembarangan, menumpuk sampah rumah tangga di area 

rumah. Itu yang menjadi sasaran dari kebijakan pengelolaan 

sampah. Agar jenis masyarakat yang seperti itu dapat terdidik dan 

merubah mindsetnya. Meskipun tugas yang berat, kami tetap 

berusaha keras dengan menciptakan progam-progam yang dirasa 

menarik oleh warga, sekaligus mendidik kesadaran 

masyarakat.”
95

 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu 

Febri selaku masyarakat Pulau Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung bahwa masyarakat membuang 

sampah sembarangan, menumpuk sampah rumah tangga di area 

rumah, bahkan mereka membuang ke pinggiran pantai.”
96

 

                                                           
95 Rosana (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan 

Penulis, Tanggal 12 November 2023. 
96 Febri (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara 

dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023. 
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Hal tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Zulkipli selaku 

Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa kebijakan 

pengelolaan sampah ini hanya dititikkan pada kegiatan yang 

sudah dan sedikit pengembangan dan pembaharuan. Soalnya 

sampah di Pulau Pasaran ini sudah banyak timbunananya. 

Dengan giat kerja yang kami lakukan, berharap bisa mengatasi 

masalah sampah yang semakin komplek di Pulau Pasaran. 

Dengan mengikuti arahan dari Ibu Walikota Bandar Lampung, 

beliau menghendaki untuk mempercanggih penanganan sampah, 

soalnya kalau tidak meningkatkan kapasitas kerja kita, sampah 

akan sulit di tangani.
97

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

sumber permasalahan sampah di Pulau Pasaran ialah pada pola 

pikir yang ada di masyarakat. Tingkat kesadaran memperindah 

lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang sudah 

tersedia, masih dirasa minim. Berawal dari suatu kepedulian agar 

terwujudnya lingkungan yang bersih, kebijakan ini disusun dan 

diimplementasikan. Oleh sebab itu sosialisasi dilaksanakan 

melalui kader lingkungan. Kader lingkungan di Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung berperan melalui Bank Sampah. 

Bank sampah memiliki peran yang sangat besar selama ini dalam 

penangan sampah di Teluk Betung Timur Bandar Lampung 

khususnya wilayah Pulau Pasaran.
98

 

Menurut Ibu Yuliani selaku Staff Pelayanan Umum 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa konsep 

bank sampah yang terus bersinar di kalangan masyarakat semakin 

serius didorong untuk menyelesaikan persoalan kebersihan. Hal 

ini menjadi harapan positif bagi Pemerintah Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung dalam melaksanakan kebijakan 

pengelolaan sampah.
99

 

                                                           
97 Zulkipli (Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan 

Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023 

 
98 Hasil Observasi Penelitian Tanggal 13 November 2023. 
99 Yuliani (Staff Pelayanan Umum Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 

November 2023. 
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Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Teluk Betung 

Timur Bandar Lampung khususnya wilayah Pulau Pasaran adalah 

Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. 

Dengan kapasitas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung, sumberdaya manusia yang 

terlibat berupaya keras untuk menangani permasalahan sampah. 

Hal tersebut sebagaimana yang di sampaikan oleh Ibu Rosana 

selaku Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan 

Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa permasalahan 

sampah berada di wilayah Pulau Pasaran dibutuhkan SDM yang 

dilibatkan. Kami juga menurunkan staff untuk turun lapangan 

memberikan penyuluhan bagi masyarakat dan pembinaan-

pembinaan lainnya.
100

 

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Wahyudi selaku 

masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung mengatakan bahwa beberapa Staff Kecamatan 

Teluk Betung Timur Bandar Lampung yang turun melihat 

kondisi sampah yang ada di Pulau Pasaran ini, hanya beberapa 

kali, dan mereka melakukan sosialisasi dan pembinaan tidak 

menyeluruh.
101

 

Adanya sumberdaya manusia dalam implementasi 

kebijakan Pengelolaan Sampah ini mempunyai pengaruh yang 

cukup besar. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah menuntut adanya 

sumberdaya manusia untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku 

kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-

sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat 

diwujudkan. Kemauan, keinginan dan kecenderungan 

berhubungan erat dengan komitmen para pelaksana kebijakan. 

                                                           
100 Rosana (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan 

Penulis, Tanggal 12 November 2023. 
101 Wahyudi (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, 

Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023 
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Dan komitmen itu ditanamkan dengan landasan dari tujuan 

kebijakan pengelolaan sampah itu sendiri.  

Seperti yang disampaikan Bapak Zulkipli selaku Camat 

Teluk Betung Timur Bandar Lampung bahwa pihak pemerintah 

sudah menjalakan sesuai dengan peraturan dan standar 

operasional prosedur yang ada serta menggerakan sumber daya 

yang ada untuk mengelola sampah di wilayah Pulau Pasaran dan 

ikut serta dalam program terkait pengelolaan sampah di Pulau 

Pasaran.
102

 

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah menjadi acuan 

bagi pelaksana kebijakan untuk memformulasikan progam-

progam dan perlakuan teknis dalam pengelolaan sampah di Pulau 

Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Hal 

tersebut juga disampaikan oleh Ibu Rosana selaku Kepala Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung bahwa pemerintah bekerja sesuai dengan 

peraturan pengelolaan sampah yang ada, sesuai dengan standar 

operasioanal prosedur dan juga sesuai dengan arahan dalam hal 

pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung 

Timur Bandar Lampung.
103

 

Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam 

konteks ini kedua faktor tersebut sangat memmengaruhi dalam 

pelaksanaan kebijakan pengelilaah sampah perkotaan. Kedua 

faktor ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kebijakan 

pengelilaah sampah perkotaan karena kedua faktor ini saling 

berkaitan. Berikut penulis jelaskan mengenai faktor pendukung 

dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung. 

 

 

                                                           
102 Zulkipli (Camat Teluk Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan 

Sampah”, Wawancara dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023 
103 Rosana (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan 

Penulis, Tanggal 12 November 2023. 
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1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah di Pulau Pasaran dikarenakan adanya 

komitmen Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung. Secara umum, yang peneliti temui di 

lapangan terdapat dua faktor pendukung dalam implementasi 

pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung. Hal tersebut sebagaimana 

yang di sampaikan oleh Ibu Rosana selaku Kepala Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk Betung 

Timur Bandar Lampung bahwa saat ini Pemerintah 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung terus 

mensosialisasikan sarana dan progam-progam ke masyarakat 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung untuk dapat mengelola sampah secara mandiri. 

Pengelolaan sampah harus dilakukan secara komperhensif 

mulai dari penyediaan sarana dan prasarana, progam dan 

kebijakan, dan juga mengajari masyarakat untuk memiliki 

kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Ini yang 

terus kami upayakan untuk memperbaiki Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung yang 

bersih.
104

 

Pernyataan di atas tentunya dapat kita pahami adanya 

upaya yang baik dari para stakeholder dan pelaksana 

kebijakan untuk mengatasi masalah sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Tentu 

hal ini perlu mendapat dukungan dari masyarakat agar 

segala upaya yang dilaksanakan dapat berhasil. Partisipasi 

masyarakat dalam penanganan sampah sangat diperlukan, 

sebab masyarakat adalah objek sekaligus subjek dalam 

masalah sampah. Masyarakat adalah bisa menjadi pelaku 

sekaligus korban dalam permasalahan sampah. Masyarakat 

yang kurang memiliki kesadaran lingkungan membuang 

                                                           
104 Rosana (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan 

Penulis, Tanggal 12 November 2023. 
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sampah sembarangan, dan kemudian akirnya masyarakat 

sendiri yang menjadi korban karena lingkungannya menjadi 

kotor dan tidak sehat. Hal tersebut menjadi suatu ironi, dan 

hal tersebut memang realita, artinya kondisi yang terjadi di 

lapangan memang seperti itu. 

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara Yogi 

salah satu masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung bahwa masyarakat yang 

kurang memiliki kesadaran lingkungan membuang sampah 

sembarangan, dan kemudian akirnya masyarakat sendiri 

yang menjadi korban karena lingkungannya menjadi kotor 

dan tidak sehat.
105

 

2. Faktor Penghambat 

Selain terdapat faktor yang mendukung jalannya 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pulau 

Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung, 

ada juga beberapa faktor yang menghambat jalannya 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Minimnya Fasilitas yang tersedia 

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang 

penulis lakukan di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung hanya terdapat 1 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang aktif. Sehingga 

jumlah tersebut dirasa masih kurang karena kurang 

mewadahi produksi sampah di Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Bandar Lampung tersebut. Selain 

itu, tidak ada Tossa pengangkut sampah yang beroperasi 

di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung. 

Menurut Bapak Fahmi selaku masyarakat Pulau 

Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

                                                           
105 Yogi (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara 

dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023 
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Lampung bahwa ada biaya distribusi sampah dan tidak 

ada Tossa pengangkut sampah yang beroperasi di Pulau 

Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung. Ini menjadi masalah bagi pelaksanaan 

kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. 

Masyarakat akhirnya membuang sampah ke laut 

sehingga pinggir-pinggir laut dipenuhi oleh sampah.
106

 

Kenyataan ini sebagaimana yang peneliti temui di 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung bahwa minimnya fasilitas yang menunjang 

implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan 

sampah. 

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat 

Rendahnya kesadaran masyarakat permasalahan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini terkait 

dengan pengelolaan persampahan akan kewajiban 

masyarakat terhadap lingkungaan yakni kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam praktiknya selalu 

membuang sampah.
107

 

c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai 

kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung.
108

 

d. Minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum juga 

menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum.
109

 

e. Pemerintah Kurang Tegas Dalam Penetapan Sanksi 

Kenyataan di lapangan tidak ada tindakan dari 

Pemerintah sampai sejauh ini seperti pemberian denda 

                                                           
106 Fahmi (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara 

dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023 
107 Ari (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara 

dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023 
108 Yogi (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara 

dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023 
109 Febri (Masyarakat Pulau Pasaran), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara 

dengan Penulis, Tanggal 12 November 2023 
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dan lain-lain yang ada diatur dalam Peraturan Daerah 

(Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan Sampah.
110

 

f. Keterbatasan Anggaran 

Kendala pemerintah dalam pengelolaan sampah 

yaitu keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran 

disebabkan oleh anggaran pengelolaan sampah 

pemerintah kota yang tidak mencapai target, oleh sebab 

itu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah 

belum berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan 

pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung dibiayai oleh Pemerintah Kota Bandar 

Lampung yang berasal dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.
111

 

                                                           
110 Hasil Observasi tanggal 13 November 2023. 
111 Rosana (Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung), “Pengelolaan Sampah”, Wawancara dengan 

Penulis, Tanggal 12 November 2023. 
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BAB IV 

ANALISA PEMBAHASAN 

 

A. Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota 

Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur 

Kota Bandar Lampung 

Pada dasarnya pelaksanaan/implementasi kebijakan adalah 

salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan 

dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor 

yeng berpengaruh. Untuk menangani masalah sampah di Kota 

Bandar Lampung Pemerintah Kota Bandar Lampung 

menerbitkan salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah 

(Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah. Dapat dipahami bahwa kebijakan publik 

dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah 

DPRD dan Walikota Kota Bandar Lampung, yang bertujuan 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di 

tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar 

permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang 

diharapkan. 

Mengacu dari penjelasan di atas, sama seperti yang tertulis 

di awal pembukaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar 

Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 

bahwa pertambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat 

menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik 

sampah yang semakin beragam, agar pengelolaan sampah dapat 

dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip 

yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan 

dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, perlu 

menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandar 

Lampung. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung 

merupakan pihak yang berkapasitas dan paling memiliki 
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relevansi dengan penanganan sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Meskipun 

terdapat batasan-batasan wewenang. Faktor komunikasi menjadi 

hal penting dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. 

Adanya lintas sektor pelaksana perlu menjalin komunikasi yang 

efektif sehingga seluruh rangkain kebijakan bisa terintregasi dan 

berjalan tanpa ada kontradiksi. Adanya kerjasama lintas sektor 

sebagaimana telah tertuang dalam petunjuk penyelenggaraan. 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah terbentuk dari adanya 

inisiatif dari pemerintah kota Bandar Lampung untuk mengatur 

bagaimana pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Jadi 

adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 

5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ini memang 

ditujukan untuk mengatasi permasalahan sampah yang terjadi di 

Kota Bandar Lampung, agar sampah tidak menumpuk dan dapat 

dikelola dengan lebih baik lagi. Pembentukan Peraturan Daerah 

tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 

rumah tangga di daerah kabupaten/kota dikarenakan bahwa 

pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat 

menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik 

sampah yang semakin beragam, pengelolaan sampah selama ini 

belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah 

yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak 

negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, 

pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan 

tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta 

peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan 

sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan 

berwawasan lingkungan,  

Nilai filosofis dari hukum larangan pembuangan sampah 

secara sembarangan terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Merujuk pada latar 

belakang penyusunan dan ketentuan pasal 3 Undang-undang 

Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah terdapat 
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Sembilan asas yang mendasari pengelolaan sampah, yaitu: asas 

tanggung jawab, asas keberlanjutan, asas manfaat, asas keadilan, 

asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas 

keamanan, dan asas nilai ekonomi. Perilaku membuang sampah 

secara sembarangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, 

seperti kewilayah sungai dan tempat-tempat lainnya, memberikan 

andil yang sangat signifikan dalam kerusakan lingkungan. 

Pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan sumber daya 

dan memahami masalah yang terjadi di masyarakat serta 

memperbaiki kegagalan yang pernah terjadi Dari hal tersebut, 

diketahui tujuan dari Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar 

Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 

tersebut untuk mendorong produsen meminimalisir pencemaran 

dan mereduksi penggunaan sumber daya alam dan energi dari 

setiap tahap siklus hidup produk melalui rekayasa desain produk 

dan teknologi proses. Produsen harus bertanggung jawab 

terhadap semua hal, termasuk akibat dari pemilihan material, 

pemakaian produk, dan pembuangannya. Sehingga dapat 

memungkinkan bagi industry untuk menerapkan kebijakan 

penampungan kembali barang rusak (limbah) melalui 

distributornya. Selain sebagai bentuk tanggung jawab sosial. 

Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung 

Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah: 

1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf a meliputi kegiatan:  

a. pembatasan timbulan sampah;  

b. pendauran ulang sampah; dan/atau  

c. pemanfaatan kembali sampah.  

2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1dilakukan melalui kegiatan:  

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana 

pemanfaatanbahan produksi ramah lingkungan oleh 

pelaku usaha;dan 

b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha 

dalampengembangan dan memanfaatkan hasil daur 
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ulangpemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang 

sampah.  

3. Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung 

kegiatansebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:  

a. menetapkan target pengurangan sampah secara 

bertahapdalam jangka waktu tertentu;  

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah 

lingkungan; 

c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;  

d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur 

ulang dan  

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.  

4. Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang 

menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang 

dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.  

5. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan 

yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah 

diurai oleh proses alam 

Teori Implementasi Kebijakan model Edward III 1980, 

yang terdiri dari empat fokus dalam variabel suksesnya 

Implementasi kebijakan yakni, komunikasi, sumberdaya, 

disposisi dan struktur birokrasi. 

1. Komunikasi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan 

menunjukkan memang belum terjalin komunikasi khusus 

untuk penanganan sampah. Namun langkah kordinasi sering 

dilakukan kedua dinas untuk mengatasi permasalahan 

sampah atau pelaksanaan progam-progam tertentu yang 

memang harus dijalankan. Adapun komunikasi secara 

eksternal adalah upaya sosialisasi tentang pengelolaan 

sampah dari pelaksana kebijakan kepada masyarakat luas. 

Adanya Komunikasi dua arah ini dilatar belakangi beberapa 
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permasalahan sampah yang ada di Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Bandar Lampung. Mayoritas 

masyarakat di Pulau Pasaran banyak yang belum memiliki 

kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan. Tradisi 

yang ada di lingkungan mereka membuang sampah 

sembarangan, menumpuk sampah rumah tangga di area 

rumah. 

2. Sumber Daya  

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pulau 

Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. 

Intruksi dari suatu kebijakan mungkin akan diterima dengan 

baik dan jelas, akan tetapi jika sumber daya yang dibutuhkan 

kurang maka pelaksanaan kebijakan akan kurang efektif. 

Institusi yang berfungsi menjadi pelaksana teknis merupakan 

salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaan suatu 

kebijakan diperlukan petugas atau Sumber Daya Manusia 

yang berwenang dan berkapasitas dalam melaksanakan suatu 

kebijakan. Selain itu dalam bahasan organisasi dalah 

mengenai sumber daya manusia yang tersedia. Sumberdaya 

manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa 

sumber permasalahan sampah di Pulau Pasaran ialah pada 

pola pikir yang ada di masyarakat. Tingkat kesadaran 

memperindah lingkungan dengan membuang sampah pada 

tempat yang sudah tersedia, masih dirasa minim. Berawal 

dari suatu kepedulian agar terwujudnya lingkungan yang 

bersih, kebijakan ini disusun dan diimplementasikan. Oleh 

sebab itu sosialisasi dilaksanakan melalui kader lingkungan. 

Kader lingkungan di Kecamatan Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung berperan melalui Bank Sampah. Bank 

sampah memiliki peran yang sangat besar selama ini dalam 

penangan sampah di Teluk Betung Timur Bandar Lampung 

khususnya wilayah Pulau Pasaran. 
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3. Disposisi 

Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan 

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan 

kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang 

menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi 

berhubungan erat dengan komitmen para pelaksana 

kebijakan. Dan komitmen itu ditanamkan dengan landasan 

dari tujuan kebijakan pengelolaan sampah itu sendiri.  

Disposisi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah 

(Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan Sampah sudah cukup baik. 

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara terstruktur dan 

bertanggung jawab dalam tugas dan pelaksana masing-

masing pihak. Sikap pelaksana dilakukan secara sistematis 

dan terprosedur, hal ini dilakukan demi menunjang 

keberhasilan pelaksana kebijakan. Namun kerjasama yang 

dijalin harus lebih baik lagi agar dalam pelaksanaan 

kebijakan berjalan efektif untuk mencapai tujuan. 

4. Birokrasi 

Birokrasi menjadi salah satu organisasi yang akan 

menjadi pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari 

birokrasi, yakni prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran 

dasar atau Standard Operating Procedures 90 (SOP). Sebab 

meskipun sumber daya sudah tersedia, pelaksana kebijakan 

mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab mereka dan 

mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya namun 

kurang efektif ketika struktur organisasi pelaksana kebijakan 

tidak efisien.  

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pihak 

Pemerintah  Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung bekerja sesuai dengan peraturan pengelolaan 

sampah yang ada, sesuai dengan standar operasioanal 

prosedur dan juga sesuai dengan arahan dalam hal 

pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung. 
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Terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung dalam 

konteks ini kedua faktor tersebut sangat memmengaruhi dalam 

pelaksanaan kebijakan pengelilaah sampah perkotaan. Kedua 

faktor ini tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kebijakan 

pengelilaah sampah perkotaan karena kedua faktor ini saling 

berkaitan. Berikut penulis jelaskan mengenai faktor pendukung 

dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung. 

1. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan 

pengelolaan sampah di Pulau Pasaran dikarenakan adanya 

komitmen Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung. Pemerintah Kecamatan Teluk Betung 

Timur Bandar Lampung terus mensosialisasikan sarana dan 

progam-progam ke masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk dapat 

mengelola sampah secara mandiri. Pengelolaan sampah 

harus dilakukan secara komperhensif mulai dari penyediaan 

sarana dan prasarana, progam dan kebijakan, dan juga 

mengajari masyarakat untuk memiliki kepedulian terhadap 

lingkungan tempat tinggalnya.  

2. Faktor Penghambat 

Selain terdapat faktor yang mendukung jalannya 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Pulau 

Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung, 

ada juga beberapa faktor yang menghambat jalannya 

implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan di 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung. Beberapa faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Kurangnya fasilitas 

Berdasarkan hasil observasi penelitian yang 

penulis lakukan di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung hanya terdapat 1 

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang aktif. Sehingga 



 

 

68 

jumlah tersebut dirasa masih kurang karena kurang 

mewadahi produksi sampah di Pulau Pasaran Kecamatan 

Teluk Betung Timur Bandar Lampung tersebut. Selain 

itu, tidak ada Tossa pengangkut sampah yang beroperasi 

di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung. 

b. Rendahnya Kesadaran Masyarakat 

Rendahnya kesadaran masyarakat permasalahan 

yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini terkait 

dengan pengelolaan persampahan akan kewajiban 

masyarakat terhadap lingkungaan yakni kurangnya 

kesadaran masyarakat dalam praktiknya selalu 

membuang sampah. 

c. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai 

kebijakan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung. 

d. Pemerintah kurang tegas dalam penetapan sanksi 

Kenyataan di lapangan tidak ada tindakan dari 

Pemerintah sampai sejauh ini seperti pemberian denda 

dan lain-lain yang ada diatur dalam Peraturan Daerah 

(Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Pengelolaan Sampah. 

e. Keterbatasan anggaran 

Kendala pemerintah dalam pengelolaan sampah 

yaitu keterbatasan anggaran. Minimnya anggaran 

disebabkan oleh anggaran pengelolaan sampah 

pemerintah kota yang tidak mencapai target, oleh sebab 

itu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah 

belum berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan 

pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung dibiayai oleh Pemerintah Kota Bandar 

Lampung yang berasal dari anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) Kota Bandar Lampung. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa di 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung 

masih banyak sampah-sampah yang menumpuk terutama di 

pinggir-pinggir pantai. Ini menunjukkan bahwa implementasi 

Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 

5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung belum 

berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya 

faktor penghambat implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah 

(Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung 

Timur Kota Bandar Lampung yaitu kurangnya fasilitas, 

rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dari 

pemerintah, pemerintah kurang tegas dalam penetapan sanksi, 

dan keterbatasan anggaran. 

 

B. Analisis Siyāsah Tanfiżiyah Terhadap Implementasi Pasal 20 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung 

Imam hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk 

mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan 

bersama. Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, 

islam mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut 

ilmu, beragama, dan kebebasan memiliki harta. Adanya 

kebijakan pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur 

kepentingan dan kemaslahan manusia bersama-sama. Salah satu 

contoh adalah untuk membuat Lingkungan yang bersih 

membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan dengan 

sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat dijalankan oleh 

lembaga pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk 

mengelola dan menjaganya.  

Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut 

adalah dengan menerapkan peraturan. Sedangkan di dalam 

hukum Islam jika melanggar perintah Allah SWT akan 

mendapatkan dosa. Namun pada kenyataan di Pulau Pasaran 
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Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung masih banyak 

sampah-sampah yang menumpuk terutama di pinggir-pinggir 

pantai. Ini menunjukkan bahwa Pasal 20 Peraturan Daerah 

(Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 

Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung 

Timur Kota Bandar Lampung tidak berjalan dengan maksimal. 

Masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan 

sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari 

memilah, menyimpannya, dan membuang sampah pada 

tempatnya.  

Memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia 

dengan lingkungan, memelihara terwujudnya ketertiban dan 

kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan 

prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak 

aktivitas kekuatankekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan 

yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai 

makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, 

asri, nyaman, dan aman sebagai tempat tinggal untuk 

melanjutkan kehidupan dimuka bumi. Karena itu menjadi 

kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat 

mencintai lingkungan. 

Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak 

melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan 

bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah 

di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia 

bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga 

harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup 

lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah 

dibumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling 

dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam. 

Secara khsusus dapat dikatakan bahwa Allah Swt 

memerintahkan untuk menetapkan hukum dengan adil, maka ayat 

diatas memerintahkan kaum mukminin agar menaati putusan 

hukum dari siapun yang berwewenang menetapkan hukum. 

Secara berurut harus taat kepada Allah dalam perintah-

perintahnya yang tercantum dalam Al-Qur’an dan taatilah Rasul-
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Nya, yakni Muhammad saw dalam segala macam perintahnya, 

baik perintah melakukan sesuatu, maupun perintah untuk tidak 

melakukannya, dan perkenankan juga perintah ulil amri yakni 

yang berwenang menangani urusan-urusan selama perintahnya 

tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka 

adalah orang-orang yang bisa diandalkan dalam menangani 

persoalan-persoalan kemasyarakatan yaitu penguasa/pemerintah. 

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang 

diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu 

lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan 

kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 

kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan melibatkan 

perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian 

yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun 

kebijakan harus menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan 

daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu 

masalah. 

Kaidah ini memberi dasar bagi pemerintah, dengan sistem 

apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan 

masyarakat. Kaidah ini berdasar firman Allah Swt dalam QA. 

An-Nisā’ ayat 58. Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan 

sistem kepemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini, yakni 

amanah dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah 

proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang berdimensi 

keduaniaan karena dalam pandangan Al-Qur’an, kepemimpinan 

sebagai 'perjanjian ilahi' yang melahirkan tanggung jawab 

menentang kezaliman dan menegakkan keadilan sebagaimana 

yang tercantum dalam firman Allah Swt QS. Al-Baqārah ayat 

124. 

Kepemimpinan dalam pandangan ayat di atas bukan hanya 

sekedar kontrak sosial, tetapi juga menjadi kontrak atau 

perjanjian antara Allah dan sang pemimpin untuk menegakkan 

keadilan. Amanah yang menjadi tanggung-jawab dunia akhirat, 

sehingga kepemimpinan tidak boleh dijalankan sembarangan 
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tanpa prinsip keadilan, transparan dan bisa 

dipertanggungjawabkan. 

Adil dalam pandangan Al-Qur'an mempunyai dimensi 

yang luas dan menyangkut seluruh rakyat, sikap dan kebijakan 

pemerintah harus dilandasi asas keadilan untuk semua, tidak ada 

diskriminasi dalam bentuk apapun, proporsional. Kata adil dalam 

ayat ini diartikan sama hanya mencakup sikap dan perlakuan 

hakim pada saat proses pengambilan keputusan hukum.Ayat ini 

menuntun hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang 

bersengketa di dalam posisi yang sama. Kepemimpinan yang 

mengedepankan asas persamaan dan keseimbangan rakyat di 

mata hukum, dan akses ekonomi, pendidikan, sosial, budaya akan 

mendorong terjadinya dinamika kehidupan yang normal dan 

maju. Kesadaran hukum masyarakat hanya bisa tercipta ketika 

pemerintah menyikapi persoalan hukum dengan asas 

keberpihakan kepada kebenaran. 

Titik simpul kaidah ini adalah pemerintah selaku 

pemangku kepemimpinan dan kekuasaan menggunakan 

kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai 

bentuk tanggung jawab kepada rakyat dengan kebijakan-

kebijakan yang lebih baik bukan sekedar maslahah, tetapi 

prioritas lebih baik untuk menolak dharar dan kerusakan, 

menarik manfaat dan kebenaran. Pemerintah tidak dibenarkan 

sekedar hanya mempunyai kebijakan yang baik apabila ia mampu 

mewujudkan kebijakan yang lebih baik sehingga tercipta 

kesejahteraan yang berkeadilan dan rasa aman yang 

berketenteraman bagi rakyat. 

Taat dalam bahasa Al-Qur’an berarti tunduk, menerima 

secara tulus. Ini berarti ketaatan dimaksud bukan sekadar 

melaksanakan apa yang diperintahkan, tetapi juga ikut 

berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa untuk 

mendukung untuk mendukung usaha-usaha pengabdian kepada 

masyarakat. Berdasarkan Q.S An-Nisā’ ayat 59 jika dikaitkan 

dengan implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota 

Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan 

Sampah sudah seharusnya masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan 
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Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung wajib melaksanakan 

perintah penguasa/pemerintah karena perintah tersebut 

mengandung kemasahatan kaidah ini memberikan pengertian 

bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin 

yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan 

kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan 

suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah 

penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai 

pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. 

Dapat ditegaskan bahwa seorang pemimpin harus 

berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan sekedar 

mengikuti hawa nafsu atau keingan keluarga maupun 

kelompoknya. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa 

implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar 

Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di 

Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar 

Lampung belum sesuai dengan siyāsah tanfiżiyah. Hal ini 

dikarenakan masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung 

Timur Kota Bandar Lampung belum memiliki kesadaran untuk 

melaksanakan perintah penguasa/pemerintah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap 

pemasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi Pasal 20 Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar 

Lampung Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah 

di Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar 

Lampung belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut 

dikarenakan dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung yaitu 

kurangnya fasilitas, rendahnya kesadaran masyarakat, 

kurangnya sosialisasi dari pemerintah, pemerintah kurang tegas 

dalam penetapan sanksi, dan keterbatasan anggaran. 

2. Analisis siyāsah tanfiżiyah mengenai implementasi Pasal 20 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 

Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah di ulau Pasaran 

Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung belum 

sesuai dengan prinsip siyāsah tanfiżiyah. Hal ini dikarenakan 

masyarakat Pulau Pasaran Kecamatan Teluk Betung Timur 

Kota Bandar Lampung Barat belum memiliki kesadaran untuk 

melaksanakan perintah penguasa/pemerintah sebagaimana 

firman Allah Swt dalam QS. An-Nisā’ ayat 59 yang 

menjelaskan bahwa masyarakat wajib melaksanakan perintah 

penguasa/pemerintah karena perintah tersebut mengandung 

kemaslahatan. 

 

B. Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hendaknya pemerintah memberikan fasilitas yang menunjang 

dalam pengelolaan sampah dan lebih tegas dalam penetapan 

sanksi. 
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2. Hendaknya masyarakat berpartisipasi untuk menjaga 

kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah, serta 

mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Informan : Aparatur Kecamatan Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung 

1. Apakah yang menjadi sumber permasalahan penumpukan 

sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di 

pinggiran laut Pulau Pasaran Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung? 

3. Bagaimana pengorganisasian yang dilakukan pihak 

Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung dalam hal penanganan sampah di pinggiran laut 

Pulau Pasaran? 

4. Apakah ada program yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung dalam hal 

penanganan sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran? 

5. Apakah ada sosialisasi dengan pihak pemerintah Kota 

ataupun Dinas terkait mengenai penanganan sampah di Pulau 

Pasaran? 

6. Apakah faktor pendukung dan penghambat penanganan 

sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran Kecamatan Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung dalam hal penanganan 

sampah di Pulau Pasaran? 

 

B. Informan : Masyarakat Pulau Pasaran Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung. 

1. Apa yang melatarbelakangi penumpukan sampah di 

pinggiran laut Pulau Pasaran Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung? 

2. Apakah masyarakat sekitar ikut membantu membersihkan 

sampah di pinggiran laut Pulau Pasaran Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung? 



 
 

 

3. Apakah ada sosialisasi dari pihak Kecamatan Teluk Betung 

Timur Bandar Lampung terkait sampah ini ? 

4. Apakah ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung untuk 

menangani penumpukan sampah di pinggiran laut Pulau 

Pasaran? 

5. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai program yang 

dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung untuk menangani penumpukan sampah 

yang ada di pinggiran laut Pulau Pasaran?



 
 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Keadaan pinggiran laut di Pulau Pasaran Teluk Betung Timur 

Bandar Lampung. 

2. Keadaan Pemerintah Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar 

Lampung. 

3. Keadaan masyarakat pinggiran laut di Pulau Pasaran Teluk 

Betung Timur Bandar Lampung. 
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